LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR TAHUN TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
SEKRETARIAT DAERAH

A. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan
Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi
dengan membawa visi “Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara
yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu
menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya
dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu
yang berkembang dimasyarakat, sehingga birokrasi pemerintah
sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan
kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri
yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan
secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan
pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu



fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi
acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan
produk hukum daerah. Rancanga Renstra Periode Tahun 2021 - 2026
disusun setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepalah Daerah sehingga
terpilihnya Bupati Morowali Utara Definitif agar disesuaikan dengan
Visi dan Misi Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021 - 2026.
Rancangan Akhir Renstra disusun dalam rangka penyesuaian tugas
dan fungsi serta tata kerja terhadap Visi dan Misi Bupati Morowali
Utara Terpilih. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2021 - 2026
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai
tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan

diberbagai tingkat organisasi. Rancangan Awal Rencana Strategis ini



1.2

disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta
komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir
Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen
perencanaan S (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana
Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun
2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara Nomor 37);

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat
Daerah;
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021 - 2026 dimaksudkan untuk memberi gambaran

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi

birokrasi dan pelayanan publik khususnya pada Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun

waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-2026. Adapun

maksud tersebut antara lain :

a. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan
Kepala Daerah Terpilih.

b. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Rencana strategis (Ranhir Renstra) Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021-2026 disusun dengan tujuan :

a. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana
program di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
serta sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan

dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten



Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana

Kerja Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta
program dan kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara yang akan dievaluasi setiap

akhir tahun.

. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan publik
di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dengan

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir

Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2021 - 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III

BAB IV

Daerah
BAB V

BAB VI
BAB VII
BAB VIII :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

: STRATEGI DAN KEBIJAKAN
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Umum merupakan salah satu unit kerja yang berada
dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan
Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahuan 2020 pada pasal 33 sampai 36,
mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan rumah tangga
dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuanagan, rumah
tangga dan perlengkapan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan rumah tangga dan
perlengkapan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
tat usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perlengkapan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi



Umum yang berkaitan dengan tugasnya,;

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan

Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pelayanan  administrasi  ketatausahaan dan  kearsipan,

administrasi kepegawaian Setda serta melaksanakan pembinaan
pelayanan teknis, pengamanan, pengawasan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Tata

UsahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub bagian;

2) Menghimpun Peraturan Perundang — Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan
rapat — rapat dinas;

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah Staf Ahli, dan rapat — rapat dinas;

5) Melaksanakan pengelolaan kearsipan;

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

7) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian Tata
Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan



Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengadministrasian, Mengoordinasikan penyusunan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, melaksanakan
penatausahaan keuangan dan menyusun laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan anggaran serta pembinaan administrasi
keuangan pada Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub bagian;

2) Menghimpun Peraturan Perundang — Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub bagian;

3) Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan
pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat
daerah;

4) Menyusun dan  melaksanakan  kebijakan anggaran,
perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan
Sekretariat daerah;

5) Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan,
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di
lingkungan Sekretariat daerah;

6) Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan
Sekretariat daerah;

7) Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan
pertanggungjawaban;

8) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan,



anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat
daerah;

9) Melaksanakan sistem pemgendalian intern;

10) Melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan,
anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat
daerah;

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

12) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian
Keuangan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sub Bagian Rumah Tanggadan Perlengkapan mempunyai

tugas melaksanakan urusan, rumah tangga, keuangan Bupati dan

Wakil Bupati dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1) Melaksanakanpengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub bagian;

2) Menghimpun Peraturan Perundang Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub bagian;

3) Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan
minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu
Pemerintah Daerah dan rapat - rapat;

4) Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana
dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup

Sekretariat daerah;
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5) Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;

6) Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta kendaraan
dinas operasional dan sewa kendaraan;

7) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan
Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat daerah;

8) Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta Sekretariat daerah;

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sun bagian.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :
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KEPALA BAGIAN

UMUM
Kasubag Tu Pimpinan, Kasubag Kasubag
Staf Ahli dan Keuangan Rumah Tangga dan
Kepegawaian Perlengkapan
STAF STAF STAF

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting
yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan
menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut.
Bagian Umum memiliki pegawai sejumlah 99 orang yang terdiri dari
24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 75 (tujuh
puluh lima) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Umum adalah

sebagai berikut :
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Tabel 1.

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN JUMLAH (Orang)
1. Golongan IV 7 Orang
2. Golongan III 9 Orang
3. Golongan II 8 Orang
4. Honorer 75 Orang
Tabel 2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO. GOLONGAN JUMLAH (Orang)
1. S2 3 Orang
2. S1 13 Orang
3. D1 - Orang
4. SLTA Sederajat 8 Orang
Tabel 3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan
No. JABATAN ESELON

Kepala Bagian
Kepala Sub Bagian

III

IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki

kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 2 (dua) : 2 buah

2. Lemari arsip

: 9 buah
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3. Meja : 21 buah
4. Kursi : 30buah
5. AC/Pendingin Ruangan : 5 buah
6. Laptop : Sunit

7. Printer : 4 buah
8. Camera Digital : 1 buah
9. Infocus : 1 buah
10. Hardisk : 4 buah
11. Mesin Ketik Manual :- buah
12. Brankas : 1 buah
13. Komputer PC : 2 buah
14. Televisi : 2 buah
15. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Umum dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Umum.

Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu

1. Peningkatan kualitas SDM di bidang administrasi perkantoran /
ketatausahaan.

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah.

3. Perwujudan keseragaman disilin aparatur.

4. Peningkatan disilin aparatur.

5. Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan
lancar.

6. Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik
local maupun nasional.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh
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Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu
pada hasil kinerja Bagian Umum. Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan tidak
lepas dari resiko dan kesenjangan. Untuk mengurangi dampak resiko
dan kesenjangan tersebut, maka masing — masing memiliki program
dan kegiatan ditentukan target dan realisasi tersendiri. Dalam 5 (lima)
Tahun berjalan pelaksanaan Renstra pertama priode 2021-2026
pemerintahan definitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada
Bagian Umum berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan
atau masalah yang terlalu berat mengganggu proses pelayanan.
Selanjutnya Bagian Umum masih membutuhkanSumber Daya
Manusia (SDM) karena hanya memiliki pegawai organik 24 (dua puluh
empat) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 75
(Tujuh puluh lima) orang. Meskipun demikian tidak dipungkiri ada
hal-hal kecil yang menggangu jalannya pelayanan, akan tetapi tidak
sampai menyebabkan masalah pada layanan tersebut. Salah satu
faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah
disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh
pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang
oleh sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia
ASN yang cerdas, terampil, berkarakter dan tulus dalam bekerja.
Untuk pelaksanaan Renstra Periode 2021 — 2026 ini diupayakan SDM
ASN yang memiliki kemampuan menganalisa berbagai persoalan
khususnya di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk mengetahui lebih
jelasnya kinerja pelayanan Bagian Umum 2017 — 2021 berjalan, dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel. T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Persentase lancarnya 79 1,04
e i 90% 95% 100% 100% 100% | 98,93% 98,87% 83,98% | 95,30% 100% 1,10 0 0,84 1 1

perkantoran

2 Peresentase 99.81% 1,05
Peningkatan Kwalitas 90% 95% | 97,50% | 100% | 100% | 99,61% T 94,25% | 94,88% | 100% 1,11 ’ 0.97 1 1
sarana dan prasarana ?

efektif dan efesien

3 Presentase 100% 1,18
Peningkatan Disiplin 80% 85% 95% 100% 100% 100% 79,17% | 99,60% 100% 1,25 0,84 1 1

Aparatur

4 . 5
Meningkatnya kualitas 85% 90% 95% 100% | 100% | 100% 100% - - 100% 1,18 _ 1 1
SDM aparatur

Meningkatnya 99.59% 0.99

pertemuan 95% 100% 100% 100% 100% 100% 81,40% | 99,93% 100% 1,06 0,82 1 1
KDH/WKDH dengan ’

masyarakat

Presentase 100% 1.06

pen.yz;bar lua.sa.n 95% 95% 100% 100% | 100% | 100% ’ - - 100% 1,06 ?
informasi

pembangunan daerah
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak
pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Bahwapada indikator kinerja Persentase Lancarnya Administrasi
Perkantoran,pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71%
dengan empat indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 90%, maka dapat
dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata
belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan
rasio capaian 1,10. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja
rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya
95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat
sangat baik dengan rasio capaian 1,04. Selanjutnya pada tahun 2019
realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra
Bagian Umum targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam
pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan
tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,84.Sementara
pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya
perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat
dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja,
capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam
proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam
pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja cukup
baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 95,30%. Selanjutnya pada
tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja
program rata — rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat
disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 — 2026, dengan target indikator
kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum
diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam
proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

2. Bahwa pada indikator kinerja Peningkatan Sarana Dan Prasrana Efektif
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Dan Efisien,pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71%
dengan empat indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 90%, maka dapat
dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata
belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan
rasio capaian 1,11. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja
rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya
95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat
sangat baik dengan rasio capaian 1,05. Selanjutnya pada tahun 2019
realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra
Bagian Umum targetnya 97,50%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam
pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan
tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,97. Sementara
pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya
perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat
dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja,
capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam
proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam
pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisai capaian kinerja cukup
baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 94,88%. Selanjutnya pada
tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja
program rata — rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat
disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 — 2026 dengan target indikator
kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum
diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam
proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

. Bahwa pada indikator kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur,pada Tahun
2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan satu indikator
kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan

renstra Bagian Umum target 80%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam
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pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan
tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,25.
Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%.
Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 85%, maka dapat
dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata
belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan
rasio capaian 1,18. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja
rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya
95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat
baik dengan rasio capaian 0,84. Sementara pelaksanaan renstra Bagian
Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target
direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam
pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio
masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran
atau renstra tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada
Tahun 2020 realisai capaian kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata
rata mencapai 99,60%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja
tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata — rata dipaparkan
sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal
Renstra 2021 - 2026 dengan target indikator kinerja program ditargetkan
sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan
dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan
anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

. Bahwa pada indikator kinerjaMeningkatnya Kualitas SDM Aparatur,pada
Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan satu
indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara
pelaksanaan renstra Bagian Umum target 85%, maka dapat dilihat
kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum
mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio

capaian 1,18. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-
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rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 90%,
maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat
sangat baik dengan rasio capaian 1,12. Selanjutnya pada Tahun 2019
realisasi capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan.
Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak
diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi
belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena
masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan.

. Bahwa pada indikator kinerja Meningkatnya Pertemuan KDH/WKDH
dengan Masyarakatpada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata
99,71% dengan delapan indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan
kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 95%, maka
dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-
rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik
dengan rasio capaian 1,06. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian
kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum
targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan
renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi
tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,99. Selanjutnya pada
tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara
pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 100%, maka dapat dilihat
kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum
mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian
0,82. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021
sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan
tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana
capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena
masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan.

Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisai capaian
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kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 99,93%.
Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian
indikator kinerja program rata — rata dipaparkan sampai pelaksanaan
Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 — 2026
dengan target indikator kinerja program ditargetkan sebesar 100%,
indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan
Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau Renstra
Tahun berjalan.

. Bahwa pada indikator kinerja Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah,pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan
satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara
pelaksanaan renstra Bagian Umum target 95%, maka dapat dilihat
kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum
mencapai target, tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian
1,06. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata
99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 95%,
maka dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-
rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik
dengan rasio capaian 1,06. Selanjutnya pada Tahun 2019 - 2021 realisasi

capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan.
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Tabel. T-C.24.
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Rata-Rata
Rasio Antara Realisasi dan A Tah
Angaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- sio fntara e 1sa:: ans s =eae un Pertumbuhan
Uraian
Realis
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 | Angga asi
ran
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program 4,27
Pela}inan 6.735.441.736 0.98 2 0’2
i . 9.310.833.000 8.543.196.453 5.076.700.000 5.330.535.000 8.848.771.022 8.375.814.566 4.012.955.514 7.379.950.934 - 0.95 0,59 - - 2.16% %
administrasi
perkantoran
Program
peningkatan 83.31
sarana dan 10.720.804.122 2.286.150.000 300.000.000 o
4.347.056.247 315.000.000 10.692.466.508 | 4.149.523.937 1.767.603.110 1.467.075.000 - 0.99 0.95 0.77 - - 2,71% %
prasarana
aparatur
Program 49,20
i 48.331.939 -
Pe:;'s’ig;?:a“ 241.912.000 423.475.000 98.000.000 53.271.947,68 240.605.000 423.314.900 46.207.500 49.800.000 0,99 0,99 0,47 - - 2,45% %
aparatur
Program
Peningkatan B ) 99’61
Kapasitas 350.000.000 100.000.000 110.000.000 348.639.000 - - 0,99 - - - - 0,99% %
Sumber Daya
Aparatur
Program
Akuntabilitas B R } 99,99
Kinerja - 336.924.125 - 336.890.000 - - - 0,99 - - - 0,99% %
Instansi
Pemerintah
Program
Peningkatan
Belayaran 6.527.030.215 | 5.890.199.778 - 89,98
kedinasan 5.945.065.000 7.526.327.917 6.184.709.766 4.240.139.335 7.504.023.249 5.898.473.704 7.429.028.200 0,71 0,99 0.90 - - 2,60% %
Kepala Daerah/
Wakil Kepala
Daerah
Program
Kerjasama ; R ; 50,46
Informasi 458.320.000 330.000.000 - 457.975.000 330.000.000 - - 0,99 1 - - - 1,99% %
dengan Mas
Media

22




Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada

masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Bahwa pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,pada
Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 99,71% dan rasio antara realisasi
dan anggaran sebesar0,95, maka dapat dilihat pada Tahun 2017
realisasi dan anggaran tergolong predikat baik.Sementara pada Tahun
2018 realisasi anggaran sebesar 98,50% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,98, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi
dan anggaran tergolong predikat baik.Rata-rata pertumbuhan
penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,16%
dan realisasi 77,42% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan
ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan
kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Umum
Sekretariat Daerah dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas
aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah
ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2021 masih sedang berjalan.

2. Bahwa pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur,pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 75,00% dan rasio
antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99 maka dapat dilihat pada
tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara
pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 97,56% dan rasio antara
realisasi dan anggaran sebesar 0,95, maka dapat dilihat pada tahun
2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata
pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran
sebesar 2,71% dan realisasi 83,31% selama 4 tahun anggaran.
Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya
manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar
operasional prosedur Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan jumlah
personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya,
serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada

tahun 2019-2021 masih sedang berjalan.
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4. Bahwa padaProgramPeningkatan Disiplin Aparatur,pada Tahun 2017
realisasi anggaran sebesar 99,46% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi
dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018
realisasi anggaran sebesar 99,96% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi
dan anggaran tergolong predikatbaik. Rata-rata pertumbuhan
penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,45%
dan realisasi 49,20% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan
ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis bagia ASN pada Bagian
Umum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam
melaksanakan bidang/kegiatan tertentu agar dapat melaksanakan
kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Umum
Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana program yang telah
ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2020 kegiatan ini tidak
dianggarkan, penganggaran baru diajukan kembali pada tahun 2021.

5. Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur,pada Tahun
2017 realisasi anggaran sebesar 99,61% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi
dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018
program ini tidak dianggarakan lagi sehingga untuk mengetahui realisasi
dan rasio serta rata-rata pertumbuhan realisasinya tidak dapat
dijabarkan, kemudian pada Tahun 2020-2021 baru diajukan
anggarannya untuk menunjang sumber daya aparatur.

6. Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,pada awal
Renstra Tahun 2017 program ini tidak dianggarkan.Pada Tahun 2018
realisasi anggaran sebesar 99,99% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi
dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan
penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 0,99%

dan realisasi 99,99% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan
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ini dilaksanakan terlihat dengan jumlah perangkat daerah yang telah
menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi ,keuangan dan
rumah tangga dikoordinasikan ke Biro Umum Setda. Prov. Sulawesi
Tengah guna meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah sesuai
dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan rencana
program yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah.
Sementara pada tahun 2019-2021 program ini tidak dianggarkan lagi.

. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah,pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 89,49% dan
rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,71, maka dapat dilihat
pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik.
Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 98,81% dan
rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,90, maka dapat dilihat
pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-
rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu
anggaran sebesar 2,60% dan realisasi 89,98% selama 4 tahun anggaran.
Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan terlihat dengan pengadaan
pakaian dinas KDh/WKDH yang telah difasilitasi oleh Bagian Umum.
Sementara pada tahun 2019-2021 kegiatan sedang berjalan belum dapat
diuraikan rasio riilnya.

. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media,pada Tahun 2017
realisasi anggaran sebesar 99,92% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi
dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun
2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 1, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan
anggaran tergolong predikat sangat baik. Rata-rata pertumbuhan
penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 1,99%
dan realisasi 50,46% selama 4 tahun anggaran.Pengelolaan pendanaan
ini dilaksanakan terlihat dengan jumlah pemberitaan yang dimuat di

media massa dikoordinasikan dan dilaporkan oleh Bagian Umum ke Biro
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Umum Setda. Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas
kinerja instansi pemerintah sesuai dengan standar operasional prosedur
dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan pada masing-
masing perangkat daerah. Sementara pada tahun 2019-2021 program
ini tidak lagi dianggarkan pada Bagian Umum

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program
Pemerintah Daerah.

2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan
yang dipangku.

3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

4. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi
budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang
berorientasi pada hasil.

5. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

b. Peluang
1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program
dan visi misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan

memadai.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu

dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur

baik dari aspek administrasi, kepegawaian lingkup setda maupun layanan

administrasi ketatausahaan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan

strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1.

2
3.
4

Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
Data base kebutuhan formasi yang belum valid.

Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.

Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian
pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber
Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan
kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi
dapat berjalan secara efektif.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada BagianUmum masih
perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan
manajemen moderen dibidang Administrasi kepegawaian dan
administrasi ketatausahaan lingkup Setda.

Penataan di bidang administrasi umum perlu diarahkan pada
penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam
pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap
perangkat daerah (one agen one inovation).

Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung

pelaksanaan tugas — tuga di BagianUmum.
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3.2.

3.3.

9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Umum

10. Perlu didukung dengan anggaran yang diberikan pada Bagian Umum
dalam melaksankan tugas dan fungsi.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026, mempunyai
Visi“Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas
dan Sejahtera”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk Menghasilkan

Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana untuk Menunjang Konektivitas
dan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka
Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang
dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Umum terkait
dengan visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat,
Cerdas, Sejahtera, dengan misi ke 5 yaitu ““Meningkatkan
Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”

Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra Bagian Umum yang mempengaruhi
permasalahan palayanan seperti diatas. Adapun faktor penghambat
maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Ditemukan kesulitan atau faktor-faktor yang mengganggu proses
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pelayanan dibidang administrasi perkantoran, sarana dan prasarana,
koordinasi-konsultasi dan kualitas sumber daya manusia pada Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Bagian
Umum sangat kekurangan Sumber Daya Manusia, hanya memiliki
Pegawai Negeri Sipil 20 (dua puluh) orang selebihnya pegawai harian
lepas (honor) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

2. Kekurangan ASN yang dimiliki dapat mendorong penambahan dan
penempatan serta data base kebutuhan formasi yang belum valid.

3. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber
Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan
kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi
dapat berjalan secara efektif.

4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Umum
masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan
manajemen moderen dibidang Administrasi, Sarana Prasarana,
Akuntabilitas Kinerja, Urusan rumah tangga serta Pelayanan Publik .

5. Faktor penghambat di bidang administrasiadalah masih kurangnya
perangkat daerah yang bekerja sesuai standar operasional
prosedur/SPM dan belum memiliki Inovasi yang dapat diikutkan untuk
berkompetisi di tingkat nasional. Persoalan ini merupakan faktor
pendorong bagi Bagian Umum untuk memfasilitasi dan melakukan
pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan prosedur kerja serta mendorong semua perangkat daerah
untuk menciptakan inovasi kerja dalam pelayanan publik melalui
inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one
inovation) agar dapat ikut serta berkompetisi di tingkat nasional.

6. Faktor penghambat pelayanan pada Bagian Umum adalah minimnya
sarana dan prasarana aparaturyang diberikan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di Bagian Umum. Faktor
tersebut dapat menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang harus

difasilitasi dan dikoordinasikan ke provinsi bahkan tertunda. Faktor

29



tersebut sebagai pendorong dalam penganggaran program kegiatan agar
pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan Bagian Umum dan
Perlengkapan terhadap fasilitasi dan koordinasi tentang kemajuan dan
kemampuan perangkat daerah dalam bidang tugasnya dapat tercapai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan pada rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ingin di
capai oleh Bagian Umum pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Umum

beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Meningkatkan Kinerja
Pelayanan Publik

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Umum

Indeks kepuasan pelayanan publik 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan Kinerja

Pelayanan Publik”
Tingkat layanan administrasi yang 100% 100% 100% 100% 100%
tepat waktu
Terwujudnya Pelaksanaan

Pelayanan Pu;ik di OPD

yang Cepat, Mudah, 100% 100% 100% 100% 100%

Bermutu, Adil dan

Terjangkau

Tingkat Kepuasan Masyarakat
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Uraian berikut berisi permasalahan dan isu strategis pembangunan
daerah yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara untuk empat atau lima
tahun mendatang. Permasalahan yang disampaikan merupakan butir —
butir hasil analisis pada Bab II, sedangkan isu strategis merupakan
pengerucutan berbagai permasalahan yang dianggap penting menjadi
beberapa butir pokok yang dianggap strategis untuk dijadikan dasar
program pembangunan yang akan datang.

Konsep yang digunakan dalam perumusan ini memberi batasan bahwa
permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang
direncanakan. Dalam hal ini beberapa dokumen rencana dijadikan acuan,
antara lain RPJJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, terutama
jabaran sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2021 -
2026, RTRW Kabupaten Morowali Utara, dan beberapa dokumen lainnya.
Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika
perkembangannya dalam beberapa Tahun sebelumnya seperti diuraikan
dalam Bab II dan III, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan
daerah Kabupaten Morowali Utara. Secara umum permasalahan
disimpulkan dari pencermatan trend yang ada untuk unsur bersifat baik
yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat
sebagai permasalahan. Demikan pula kondisi yang tidak sesuai atau
dibawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari
aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai
dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan.

Permasalahan terbagi menurut aspek yakni : (1) Aspek kesejahteraan
(2) Aspek Lingkungan Hidup (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Aspek

permasalahan spesifik Kabupaten Morowali Utara.
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Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Permasalahan Kabupaten Morowali Utara pada Bagian
Umum mengacu pada aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang
merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan tata
kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Morowali Utara yang ditunjang oleh

Bagian Umum Sekretariat Daerah, antara lain:

1. Masih rendahnya kinerja aparatur seperti Nilai SAKIP dari tahun 2017

sampai dengan 2019 berkategori C, hal ini disebabkan karena:
a. Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
b. Masih rendahnya kualitas ASN

2. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik.
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Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera

Misi 5: Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Organisasi
Terwujudnya Pemerintahan

Pelaksanaan Reformasi Perangkat
yang Efisien dan Efektif Birokrasi - Meningkatkan Kapasitas Aparatur
Meningkatkan Kinerja Pelayanan
Publik Terwujudnya Pelaksanaan
Pelayanan Publik di OPD yang Penerapan Manajemen Mengembangkan Satu Perangkat Daerah
Cepat, Mudah, Bermutu, Adil . .
Pelayanan Prima Satu Inovasi

dan Terjangkau
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh Bagian Umum, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama
5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam

tabel berikut ini :
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Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Umum

Kabupaten Morowali Utara

Indikat cData. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
apai
or
Kinerja | pog, Unit
Progra 3
K | Progra 8™ | Tahu 2022 2023 2024 2025 2026 K;“diis; K:E?:;;f;ﬁ:gi' Kerja
Tujua Sasaran o m dan (outco n CLOCC SKPD
n d | Kegiata m) dan Awal Penan
e n Kegiata Pere ggung
o neen Targe Targe Targe Targ Targe Targe Jawab
(output aan t Rp t Rp t Rp et Rp t Rp t Rp
(202
1)
1 2 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Menin | Terwujud PROGRA | Lorsenta
gkatny nya M Pemenuh
P int PENUNJ
Kineri | ehan ANG an 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 106.726.121.381 | pacian
3 Penunjan 21.515.603.070 20.066.228.822 20.868.877.975 21.703.633.094 22.571.778.418
a Yang URUSAN Urusan UMUM
Pelaya | Efektif PEMERI § Tt
nan dan NTAHAN | _=mens
Publik Efisien DAERAH Daerah
Menin Terwujud
gkatny nya Administ
a Pemerint rasi Terpenu
Kinerj ahan Keuanga hinya o o, o o o o o BAGIAN
a Yang n Hak-Hak 100% 100% 9.723.181.418 100% 9.723.181.418 100% 9.723.181.418 100% 9.723.181.418 100% 9.723.181.418 100% 29.105.181.418 UMUM
Pelaya Efektif Perangka ASN
nan dan t Daerah
Publik Efisien
Menin Terwujud Jumlah
gkatny nya Penyedi Pegawai
yedia
:unerj :::;eﬂnt an  Gaji | YOE L BAGIAN
a Yang dan a Gaji 100% 100% 6.383.648.666 100% 6.383.648.666 100% 6.383.648.666 100% 6.383.648.666 100% 6.383.648.666 100% 10.383.648.666 UMUM
Pelaya Efektif ;ll‘uAnsj;nga dan
nan dan Tunjanga
Publik Efisien n
Menin Terwujud ‘;‘el;l;:i
gkatny ;ya int Belanja yang
:{iner' a::‘enn Tambaha Menerim BAGIAN
a ] Yan. n a 100% 100% 2.971.532.752 100% 2.971.532.752 100% 2.971.532.752 100% 2.971.532.752 100% 2.971.532.752 100% 15.971.532.752 UMUM
P g Penghasi Tambaha
elaya Efektif lan ASN n
nan dan an Penghasi
Publik | Efisien N
Jumlah
Tambaha ﬁsel:.ey::.g
Menin Terwujud n . a
gkatny nya ::l“gh“l Tambaha
a Pemerint n
Kinerj ahan berdasar Penghasi BAGIAN
a Yang kan lan 100% 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 750.000.000 UMUM
P N Pertimba
elaya Efektif ngan berdasar
nan dan g kan
Publik | Efisien g:::’;;‘: Pertimba
ngan
ASN Objektif
Lainnya
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Menin Terwujud
gkatny nya Belanja
a Pemerint Dana g::;lah
Kinerj ahan Operasio . o o, o o o o o BAGIAN
a Yang nal Operasio 100% 100% 308.000.000 100% 308.000.000 100% 308.000.000 100% 308.000.000 100% 308.000.000 100% 2.000.000.000 UMUM
Pelaya | Efektif kpH/wk | 72 KDH
nan dan DH /
Publik Efisien
Menin Terwujud
gkatny nya Administ Peningka
a Pemerint rasi tan
Kinerj ahan Kepegaw Administ BAGIAN
a Yang aian rasi 100% 100% 53.000.000 100% 53.000.000 100% 53.000.000 100% 53.000.000 100% 53.000.000 100% 250.000.000 UMUM
Pelaya Efektif Perangka Kepegaw
nan dan t Daerah aian
Publik Efisien
Menin Terwujud Pengadaa Tersedia
gkatny nya n nva
a Pemerint Pakaian kaaian
Kinerj ahan Dinas . Pasan Pasan Pasan Pasan Pasan Pasan Pasan BAGIAN
a Yang Beserta :ma:t g g 53.000.000 g 53.000.000 g 53.000.000 g 53.000.000 g 53.000.000 g 250.000.000 UMUM
Pelaya | Efektif Atribut kefe ;l“
nan dan Kelengka :ne: 2 a
Publik Efisien pannya P 4
Peningkat
an
Menin Terwujud Pelayanan
gkatny nya Administ Administr
:{i . P;mennt rasi asi Umum BAGIAN
nerj ahan U Perangkat 100% 100% 100% 100% . K X 100% 100% 100% X K K
a Yang erane Y 1.224.855.600 1.147.000.000 1.147.000.000 1.244.855.600 1.411.095.664 14.220.939.963 | ‘yyym
Pelaya Efektif Perangka Daerah
nan dan t Daerah Secar.a
Publik Efisien Efektif
dan
Efisien
Penyedia
Menin Terwujud an
gkatny nya Kompon Tersedia
a Pemerint en nya
Kinerj ahan Instalasi kompone o o, o o o o o BAGIAN
a Yang Listrik/P n 100% 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 1.000.000.000 UMUM
Pelaya Efektif eneranga instalasi
nan dan n listrik
Publik Efisien Banguna
n Kantor
?;;i:y :;;wujud Penyedia Tersedia
a Pemerint an nya
Kinerj ahan peralatan peralatan BAGIAN
a Yan; dan dan 100% 100% 200.000.000 | 100% 200.000.000 | 100% 200.000.000 | 100% 200.000.000 | 100% 200.000.000 | 100% 5.000.000.000 | “ynrm
P g perlengk perlengk
elaya Efektif
apan apan
nan dan Kant kant
Publik | Efisien antor antor
Menin Terwujud Tersedia
gkatny nya P di
a Pemerint enyedia nya N
Kinerj ahan an penyedia BAGIAN
a Yan: Peralatan | an 100% 100% 575.000.000 100% 575.000.000 100% 575.000.000 100% 575.000.000 100% 741.240.064 100% 4.000.000.000 UMUM
P g Rumah peralatan
elaya Efektif
Tangga rumah
nan dan tangga
Publik | Efisien 28
Menin Terwujud
gkatny nya
a P Penyed Tersedi
Kinerj ahan an Bahan ya bahan BAGIAN
a Yang Logistik Togistik 100% 100% 42.000.000 100% 42.000.000 100% 42.000.000 100% 42.000.000 100% 42.000.000 100% 750.000.000 UMUM
Pelaya Efektif Kantor kantor
nan dan
Publik Efisien
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Menin Terwujud Penyedia Tersedian
gkatny nya an ya barang
a Pemerint
Kinerj ahan Barang cetakan BAGIAN
a " Yang Cetakan dan 100% 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 470.939.963 UMUM
Pelaya Efektif dan penggand
nan dan :enggan aan
Publik | Efisien aan dokumen
Terlaksan
Menin Terwujud Penyelen anya
gkatny nya ! Rapat-
a Pemerint ggaraan rapat
Kinerj ahan Rapat. koordinas BAGIAN
a Yang Koordina i dan 100% 100% 327.855.600 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 327.855.600 100% 327.855.600 100% 3.000.000.000 UMUM
i d:
Pelaya ifektif Koneuita | konsultasi
nan an .
Publik Efisien si SKPD dalam
dan luar
daerah
Pengadaa
Menin Terwujud n Barang
gkatny nya Milik
a Pemerint Daerah Meningka
Kinerj ahan Penunjan tnya BAGIAN
100% 100% 100% 100% .000. 100% 100% 100% .000.000.
a Yang g Pelayanan o * | 755.000.000 * | 705.000.000 o 705.000.000 * |  815.000.000 * | 965.000.000 ¢ | 28.000.000.000 | ‘gyym
Pelaya Efektif Urusan Publik
nan dan Pemerint
Publik Efisien ah
Daerah
Tersedian
ya
Menin Terwujud Pengadaa kendaraa
gkatny nya n n
a Pemerint Kendaraa operasion
Kinerj ahan n Dinas al dinas . N N BAGIAN
a Yang Operasio dan Unit Unit 570.000.000 Unit 570.000.000 Unit 570.000.000 Unit 570.000.000 Unit 570.000.000 Unit 3.000.000.000 UMUM
Pelaya Efektif nal atau lapangan
nan dan Lapanga roda
Publik Efisien n
empat
dan roda
dua
Menin Terwujud Tersedian
gkatny nya ya mebel
a Pemerint Kkantor
Kinerj ahan Pengadaa BAGIAN
a Yang n Mebel dan Set Set 35.000.000 Set 35.000.000 Set 35.000.000 Set 45.000.000 Set 45.000.000 Set 5.000.000.000 UMUM
Pelaya Efektif rumah
nan dan tangga
Publik Efisien pejabat
Pengadaa Tersedian
Menin Terwujud n Sarana ya sarana
gkatny nya dan dan
a Pemerint Prasaran prasarana
Ki j h; BAGIAN
a 0| Yang aGedung | gedung Unit Unit 150.000.000 | Unit 100.000.000 | Unit 100.000.000 | Unit 200.000.000 | Unit 350.000.000 | Unit 15.000.000.000 | SaSad
Pelaya Efektif atau kantor
nan dan Banguna dan
Publik Efisien n bangunan
Lainnya lainnya
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Terwujud

nya
Pelaksan
Menin aan Penyedia
gkatny Pelayana an Jasa inak
:{inerj :ilgl::l:ik Penunjan ::;:mg ? BAGIAN
o o o o o o o
a yang gUrsan | pelayanan | 19°% | 1°9% | 4775424004 | '°°” | 4275424004 | '°°” | 4275424004 | '°°% | ae75.424.004 | '°°% | a775.424.004 | %% 15.150.000.000 | ‘yyyy
Pelaya Cepat, ahan Publik
nan Mudah, Daerah
Publik Bermutu,
Adil dan
Terjangk
au
Terwujud
nya
Pelaksan
Menin aan
ikatny :e;:{:r Penyedia Tersedia
Kinerj di OPD an Jasa nya BAGIAN
a an. Surat administ 100% 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 150.000.000 UMUM
yang Menyura rasi
Pelaya Cepat, ¢ kantor
nan Mudah,
Publik Bermutu,
Adil dan
Terjangk
au
Terwujud
nya
Pelaksan s
Menin aan Penyedia ngk:lt.
gkatny Pelayana an Jasa penyedia
a n Publik Komunik ;: : ::ik
Kiner] ;;f.’; P Sumber | 2 100% | 100% 2.165.293.236 | 100% 2.165.293.236 | 100% 2.165.293.236 | 100% 2.165.293.236 | 100% 2.165.293.236 | 100% 5.000.000.000 | oy
Pelaya Cepat, Daya Air ::";b:;r
nan Mudah, dan dai
Publik Bermutu, Listrik listrik
Adil dan
Terjangk
au
Terwujud
nya
Pelaksan
Menin aan
gkatny Pelaya.na ::l:'y;:ia :’::ingka
:{iner' :ilgl:gk Peralatan Kelnacar BAGIAN
a 1 yang dan anAdmin 100% 100% 2.605.630.768 100% 2.105.630.768 100% 2.105.630.768 100% 2.505.630.768 100% 2.605.630.768 100% 10.000.000.000 UMUM
Perlengk istrasi
Pelaya Cepat, apan Perkanto
nan Mudah, Kantor ran
Publik Bermutu,
Adil dan
Terjangk
au
Pemeliha
Menin Terwujud raan Peningka
gkatny nya Barang tan g
:ﬁ“e’j :::‘eﬂﬂt g:‘::'{“h f::.euha 100% 100% 100% 100% 1.007.710.000 | 100% 100% 100% 7.000.000.000 | BAGIAN
a Yang Penunjan | p. .. ° ° 1.409.142.048 ° 907.710.000 ° It ° 1.142.671.072 ° 1.594.576.332 ° It UMUM
Pelaya Efektif g Urusan Milik
nan dan Pemerint Daerah
Publik Efisien ahan
Daerah
Penyedia
an Jasa
Pemeliha Tersedia
3 . raan, nnya
Menin Terwujud Biaya Jasa
gkatny nya Pemeliha pemeliha
a . . Pemerint raa.n, raan dan
Kinerj | ahan Pajak pajak Unit | Unit 225.000.000 | Unit 225.000.000 | Unit 225.000.000 | Unit 250.000.000 | Unit 294576332 | Unit 1.000.000.000 | “hoiaN
e an kendaraa oMM
Pelaya Efektif Perizinan n dinas
nan dan Kendaraa roda dua
Publik Efisien n Dinas dan roda
Operasio empat
nal atau
Lapanga
n
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Menin Terwujud Tersedia
gkatny nya Pemeliha nya jasa
a Pemerint raan pemeliha
b s | tan | Umit | Umit 182.710.000 | Unit 182.710.000 | Unit 182.710.000 | Unit 192.671.072 | Unit 250.000.000 | Unit 1.000.000.000 | SASTAN
Pelaya Efektif Mesin dan
nan dan Lainnya mesin
Publik Efisien lainnya
Terlaksa
. . Pemeliha nanya
N:{e;;‘: :e;wujud raan/Re pemeliha
g 4 4 habilitasi raan dan
a Pemerint 13
Kinerj ahan Gedung rehabilit BAGIAN
a & Yang Kantor asi Unit Unit 1.001.432.048 Unit 500.000.000 Unit 600.000.000 Unit 700.000.000 Unit 1.050.000.000 Unit 5.000.000.000 UMUM
. dan gedung
Pelaya Efektif B
anguna kantor
nan dan. a dan
Publik Efisien Lainnya banguna
n lainnya
Peningka
Administ tan
rasi Administ
Menin Terwujud Keuanga rasi
gkatny nya n dan Keuanga
a Pemerint Operasio n dan
Kinerj ahan nal Operasio o, o, o, o, o, o, o, BAGIAN
a Yang Kepala | nal 100% | 100% | 2.150.000.000 | 100% | ;04913400 | ‘%% | 2408913400 | %% | 2428566000 | '°°” | 2.428.566.000 | °°% | 10:000:000.000 | ‘yyy
Pelaya Efektif Daerah Kepala
nan dan dan Daerah
Publik Efisien Wakil dan
Kepala Wakil
Daerah Kepala
Daerah
Penyedia Tersedia
an Dana nya Dana
Menin Terwujud Penunjan Penunjan
gkatny nya
a Pemerint Operasio Operasio
ff“‘“’ ;2:; ;‘fpm ;‘;‘Pm 100% | 100% 2.150.000.000 | 100% 2.104.913.400 | 100% 2.408.913.400 | 100% 2.428.566.000 | 100% 2.428.566.000 | 100% 10.000.000.000 ‘i,“,v‘[’,]”,‘w“
Pelaya Efektif Daerah Daerah
nan dan dan dan
Publik Efisien Wakil Wakil
Kepala Kepala
Daerah Daerah
Menin Terwujud Peningka
gkatny nya tan
:{ine " :::;erint Penataan Fasilitasi BAGIAN
i o o o o o o o
a Yang ;’i‘ga"‘“ :::ataan 100% | 100% 1.425.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.548.649.153 100% 1.620.935.000 100% 1.620.935.000 100% 8.000.000.000 UMUM
Pelaya | Efektif >
nan dan Organisa
Publik | Efisien st
Menin Terwujud Terlaksa
gkatny nya | Fasilitasi nanya
a Pemerint
Kinerj ahan Pe]aya'na Fasilitasi BAGIAN
a Yang n Publik Pelayana 100% 100% 1.425.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.548.649.153 100% 1.620.935.000 100% 1.620.935.000 100% 8.000.000.000 UMUM
Pelaya Efektif dan Tata n Publik
Laksana dan Tata
nan dan Laksana
Publik Efisien
TOTAL 100% 21.515.603.070 100% 20.066.228.822 100% 20.868.877.975 100% 21.703.633.094 100% 22.571.778.418 100% 106.726.121.381
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator
kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan
kegiatan. Indikator kinerja Bagian Umum yang akan digunakan selama lima
tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

42



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

No Indikator Kinerja pada awal priode pada akhir
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 .
RPJMD priode RPJMD
1 2 S 4 S 6 7 8 9
1 | Persentase Tersedianya Gaji dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tunjangan ASN
2 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kelengkapannya
3 | Tersedianya Komponen Instalasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Listrik
4 | Tersedianya Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Kantor
5 | Tersedianya Penyediaan Peralatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rumah Tangga
7 | Tersedianya Barang Cetakan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penggandaan Dokumen
8 | Terlaksananya Rapat — Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dalam dan Luar daerah
9 | Tersedianya Kendaraan Operasional
Dinas dan Lapangan Roda Empat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Roda Dua
10 | Tersedianya Mebel Kantor dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rumah Tangga Pejabat
11 | Tersedianya Tersedianya Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bangunan Lainnya
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12 | Tersedianya Administrasi Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 | Tingkat Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Listrik
14 | Peningkatan Kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkatoran
15 | Peningkatan Kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran
9 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Roda Empat
10 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peralatan dan Mesin Lainnya
11 | Terlaksananya Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Gedung Kantor dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bangunan Lainnya
12 | Tersedianya Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wakil Kepala Daerah
13 | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Publik dan Tata Laksana
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BAB VII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Umum 5 (lima) tahun kedepan
dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan,
program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah
Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan
dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam
penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya

pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 5 (lima) tahun
kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran. Semoga program dan
kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka

penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

Kolonodale. 23 November 2021
BUPATI MORAWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI. MARS
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B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM

1.1.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan  otonomi Daerah telah mendorong manajemen
Pembangunan Daerah yang berorientasi pada tata kepemerintahan yang
baik (good governance) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan
sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good
Governance lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara
berbagai pelaku Pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia
usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama,
yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya peraturan

(rule of law) yang jelas.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang Telah
dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati
Morowali Utara  yang terpilih dengan Membawa visi “TERWUJUDNYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu Menjadi
landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya Dengan mendapatkan
masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu Yang berkembang dimasyarakat,
sehingga birokrasi pemerintah sebagai Birokrasi publik dalam melaksanakan
program dan kegiatannya tidak Terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang

memerlukan Pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan Secara
terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan Pembangunan yang disusun
secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
serta dikelola dalam satu Fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak
Terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional Sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang Memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan

produk Perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap
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Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam

pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai Tujuan,
mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan Diberbagai tingkat
organisasi. Rencana Strategis ini disusun Berdasarkan pemikiran dan analisis yang
mendalam serta komprehensif Dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa
RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana
Strategis Tahun 2021 - 2026, yang merupakan dokumen perencanaan S (Lima)
tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian
Administrasi Pembangunan  Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2021 - 2026 adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

(5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

(6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

(7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5414);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(26) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Utara Nomor 17);

1.6 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara
Dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana
Pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan Publik
khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara selama kurun Waktu 5 (lima) Tahun yaitu

periode 2021 - 2026. Adapun maksud Tersebutantara lain :

d. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.
e. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Rencana strategis (Renstra) Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-

2026 Disusun dengan tujuan :

d. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dan
Kegiatan di Bidang Pengendalian Program Pembangunan, Penyusunan
Evaluasiagar Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan
dengan Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

e. Sebagai pedoman dalam penysusunan dokumen Rencana Kerja
Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta Program dan
kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan  Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara yang akan Dievaluasi setiap akhir tahun
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

b. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Dan
fungsi Bagian Administrasi Pembangunan = Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan Publik dengan

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi.
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1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021 - 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.5 Latar Belakang
1.6 Landasan Hukum
1.7 Maksud dan Tujuan
1.8 Sistematika Penulisan
BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BABIV  : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan merupakan salah
satu unit Kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37
Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali
Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 24,
mengatur Tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai
tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati
Morowali Utara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Administrasi
Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara organisasi Bagian Administrasi Pembangunan memiliki

struktur organisasi terdiri dari 1 ( satu ) Kepala Bagian, yang membawahi
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3 (ti

ga ) Sub. Bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai

berikut :

a. Sub Bagian Penyusunan Program,;

b. Sub Bagian Pengendalian Program;

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian sebagaimana yang tersebut di atas, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,

den

gan tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

€

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan

valuasi dan menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

dan kebijakan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas

S

ebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempuyai

fungsi :

a.

menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program
pembangunan daerah;

menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program
pembangunan daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan
sinergitas program pembangunan daerah;

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
program pembangunan daerah;

melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain
dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; dan

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan

daerah.

2. Sub Bagian Pengendalian Program

Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyusunan
kebijakan pembangunan dan melaksanakan administrasi kegiatan
pengendalian program. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
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b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sesuai dengan program pembangunan daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan
daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;

e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga
pemerintah maupun swasta; dan

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian

pelaksanaan program pembangunan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan mempuyai fungsi :

a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan
daerah;

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan

kebijakan program pembangunan daerah.

Adapun struktur organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
Setdakab. Morowali Utara sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN

AMMATAITOTMD ACT DT'MID ARIATTIATARNT M ANRNT

\ 4 ¢ v
KASUBAG KASUBAG KASUBAG EVALUASI
DAN PELAPORAN
PENYUSUNAN PENGENDALIAN
PROGRAM PROGRAM
STAF > STATF > STATF
pray| id STATF
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1. Susunan Kepegawaian/SDM

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki 15 Orang

pegawai, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel TC-1

Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat

NO GOLONGAN Jumlah

1. Golongan III/d (Penata Tk. I) 3

2. Golongan IlI/c (Penata) 1

3. Golongan II/c (Pengatur) 1

4. Golongan II/b (Pengatur Muda Tkt.I) 3

5. Tenaga Kontrak 7
JUMLAH 15

Tabel TC-2
Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan
NO PENDIDIKAN Jumlah
Strata 1 (S-1) 8

2. SLTA 12

JUMLAH 20
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Tabel TC-3

Komposisi Pegawai berdasar Eselon

NO ESELON Jumlah
Eselon III
2. Eselon IV 3
JUMLAH 4

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

a. Gedung.

Saat ini Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali

Utara menempati ruangan sebagai berikut :

a. Ruang Kerja Kepala Bagian : 1 Unit
b. Ruang Kerja Kasubag/Staf : 2 Unit
c. Ruang Kerja Bendahara : 1 Unit

b. Peralatan Penunjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain sumber daya
manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Adapun sarana dan

prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel TC-4

Sarana dan Prasarana dan
Sumber Daya

No. JENIS BARANG MEREK JUMLAH KONDISI KET
1. Meja 1 Biro Activ 6 Unit Baik
2. Meja Y2 Biro Activ 12 Unit Baik
3. Lemari Arsip Brother S Unit Baik
4. Kursi Sandaran Vertuu 2 Unit Baik
Tinggi

5. Vertuu 3 Unit Baik
Kursi Sandaran
Sedang

6. Chitose 49 Unit Baik
Kursi Lipat

7. HP 5 Unit Baik
Laptop

8. Acer 2 Unit Baik
Laptop

9. Acer 5 Unit Baik
Komputer PC

10. Sony 1 Unit Baik
Infokus

11. HP 7 Unit Baik
Printer

12. Brother 1 Unit Baik
Printer

13. Yamaha 3 Unit Baik
Sepeda Motor

14. Yamaha 2 Unit Baik
Sepeda Motor

15. Ichiban 1 Unit Baik
Brankas

16. Lion 1 Unit Baik
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Filling Cabinet

Dispenser

AC

Laptop

Laptop

UPS

Hard Disk Eksternal

Camera digital

Printer

Kalkulator

Uchida

Panasonic

Lenovo

Acer

Prolink

Toshiba

Nikon

Canon

Casio

1 Unit

4 Unit

1 Unit

1 Unit

5 Unit

1 Unit

5 Unit

6 Unit

3 Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik
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2.3.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sesuai Undang-undang
Nomor : 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di
Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
Morowali Utara telah berperan aktif memberikan pelayanan sesuai tugas dan

fungsi untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas.

Adapun tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target renstra
perangkat daerah kami sajikan dari dari tahun 2017 berdasarkan periodesasi
resntra yang telah terlaksana, disajikan dalam pengisisan Tabel T-C. 23 dan

T-C.24 sebagai berikut :
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Tabel T-C. 23

Bagian Administrasi Pembangunan

Persentase lancarnya
100% 100% 100% 100% 100%

administrasi perkantoran 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00

Peresentase Peningkatan

Kwalitas sarana dan
2 100% 0% 0% 0% 100%

prasarana efektif dan 1.00 - - - 1.00

efesien

Meningkatnya kualitas
3 100% 0% 0% 0% 100%

SDM aparatur 0.90 - - - 1.00

Peningkatan Pengendalian
4 | Aparatur Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%
APBD

0.93 1.00 1.00 1.00 1.00

Pembinaan dan
5 Pengendalian Administrasi 100% 100% 100% 0% 0%
Pembangunan Bidang SDA

1.00 0.91 1.00 = =

Pembinaan dan
6 | Pengembangan Data / 100% 100% 0% 0% 0%
Informasi

0.91 1.00 = = =

Jumlah Dokumen Standar
7 - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok

. = - 1,00 1,00 1,00
Biaya

61



Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Bagian Administrasi Pembangunan

Uit e Hletiar Brammm Anggaran Tahun ke - Realisasi Anggaran Tahun ke - Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Pemgtz:;aan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Persentase

lancarnya

administrasi 0.97 096 | 0.98 | 0.95 | 1.00

perkantoran

Peresentase

Peningkatan

Kwalitas sarana
dan prasarana
efektif dan efesien

1.00 = = = 1.00

Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur

0.93 = = = 1.00

Peningkatan
Pengendalian
Aparatur
Pelaksanaan APBD

0.98 0.97 0.92 1.00 1.00

Pembinaan dan
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Bidang SDA

0.99 0.98 0.99 - 1.00

Pembinaan dan
Pengembangan

. 0.99 0.99 - - -
Data / Informasi

Jumlah Dokumen

Standar Biaya - - 0.97 | 0.99 | 1.00

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
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2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara

a. Tantangan

b. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis
di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

c. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam
Melaksanakan Normalisasi TEPRA.

d. Ego sektoral dari Instansi terkait diluar lingkup Bagian
Administrasi Pembangunan.
Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur.

f. Regulasi yang selalu berubah.

b. Peluang

a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan .

b. Adanya dukungan Bupati dan DPRD terhadap Bagian
Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas.

C. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat
meningkatkan kinerja aparatur.

d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang cenderung

kondusif.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik
kelembagaan organisasional maupun program/kegiatan pada Bagian

Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali Utara, antara lain :

a. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBD.

c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

d. Masih ditemukannya program dan kegiatan yang tumpang tindih dengan

Perangkat Daerah lain.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan
yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang
dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan
pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor
agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih.
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Dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 -2026 visi
Kabupaten Morowali Utara dalam jangka menengah tersebut adalah
“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT,
CERDAS, DAN SEJAHTERA”.

Adapun misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas
(keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara
merata;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya
saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh
kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah
untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang

baik.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara Menetapkan Visi ¢ Terwujudnya
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel. ”

yang di implemetansikan dengan beberapa Misi :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada.

2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang

transparan, bersinergi dan parsitipatif.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
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3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di perairan
Teluk Tomori dan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan
hutan, lembah dan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
karakteristik potensi unggulan Kabupaten Morowali Utara meliputi
pertanian, Perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Sedangkan isu

strategis di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta
profesionalisme aparatur.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang belum sepenuhnya dirasakan
masyarakat.

3. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah

4. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran
maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

5. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumberdaya
manusia

6. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

7. Belum meratanya pembangunan antar wilayah

8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan masih rendahnya
partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan.

9. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta

sungai berpotensi besar rawan bencana.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

a.

Pelayanan prima dalam bidang administrasi pembangunan.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris
Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara harus
berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu
dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani
stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan
(satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
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b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Morowali Utara.

Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur penting dalam setiap
pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang
administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas
aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar

operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Bagian
Administrasi Pembangunan Perlu menetapkan Visi. Visi
merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita
yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan
yang hendak dicapai dimasa depan nantinya. Visi tersebut digali
dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota
organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaiat Daerah
Kabupaten Morowali Utara yang didasarkan pada tugas dan
fungsinya serta dengan mempertimbangkan faktor internal
maupun eksternal. Oleh karena itu penetapan Visi adalah hal yang
sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang
diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Untuk
mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara menetapkan visi : “Terwujudnya Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel.”

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu
dijabarkan dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait
dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi tersebut, Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengemban

misi :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada.

2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang

transparan, bersinergi dan parsitipatif.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
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Berkaitan dengan upaya mencapai misi yang sudah dibahas
sebelumnya, maka pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan
sasaran seperti dibawah ini :

a. Tujuan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan
Bagian = Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara adalah berpijak pada pencapaian
misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut, Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah
Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam,
tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga
mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih
dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu
dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan), dalam
mengolah dan menyajikan data dan Laporan.

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan misinya
adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Laporan Hasil
Pembangunan yang Akurat

3. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar

Perangkat Daerah.

b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara
terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun
atau dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Titik utama
sasaran adalah pelaksanaan , alokasi, distribusi pemanfaatan
seluruh sumberdaya (Sumber Daya Manusia dan Sarana dan
Prasarana) dan kapabilitas organisasi yang mengarah pada

hasil yang nyata.
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Mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya

Aparatur yang Profesional.

2. Terwujudnya Ketersediaan Data dan Laporan Hasil
Pembangunan yang Akurat Terwujudnya
Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat
Daerah.

3. Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar
Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel T-C.25
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Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bagian Administrasi Pembangunan

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun

Indikator
Tujuan Sasaran Tujuan / L
Sasaran
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya
pemerintahan Predikat Sangat Sangat Sangat | Sangat | Sanga
yang efisien dan SAKIP Baik Baik Baik Baik t Baik
Meningkatkan efektif
kinerja pelayanan Terwujudnya
public
pengelolaan
keuangan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
daerah yang
akuntabel
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi.
Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan
prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam
menjabarkannya pada kebijakan bidang pembangunan Kabupaten
Morowali Utara selama lima tahun kedepan, maka Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali utara telah
menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali

Utara, sebagai berikut :

1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik
secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan
tertentu;

2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk
mencapai tujuan bersama;

3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari
berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;

4. Simplikasi, adalah upaya perumusan kebijakan dalam bentuk

yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Untuk melihat Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah
kebijakan bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara, dapat di uraikan pada tabel T-C.26 sebagai

berikut :
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Tabel. T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TAHUN 2021 - 2026

TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO VISI
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA
1 MISI 5 Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan | Terwujudnya Pemantapan Memantapkan system
kinerja pemerintahan yang system brokrasi birokrasi yang berkeadilan
pelayanan efisien dan efektif yang berkeadilam dan membuka peran serta
publik dan membuka masyarakat dalam

peran serta
masyarakat dalam
merumuskan
kebijakan dan
pelaksanaan
pembangunan

merumuskan kebijakan
dan pelaksanaan

pembangunan

Terwujudnya
pengelolaan keuangan
daerah yang
akuntabel

Meningkatkan
kualitas system
pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan,
pengendalian dan
pembinaan keuangan

daerah
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan Akuntabel dalam
Pembangunan Daerah untuk Lima tahun ke depan sesuai dengan Visi Misi,
tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas
penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke
tahun maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan ke dalam
program dan kegiatan Indikatif = dengan memperhatikan dan

mempertimbangakan tugas pokok dan fungsinya.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali

Utara sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan
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- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

II. Program Perekonomian dan Pembangunan
1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Institusi pengendali
pelaksanaan pembangunan daerah, penetapan program dan kegiatan yang
termuat dalam Renstra Bagian Pembangunan  Sekretariat Kabupaten
Morowali Utara tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 59
Tahun 2007, untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Administrasi Pembangunan dalam proses pengendalian.

5.2 Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara
kusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan
skala atw tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi
baik kinrja input, outputs, outcomes, benefit, dan impacts sesuai dengan

sasaran rencana. Selain itu indicator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan,

tahap pelaksanaa atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukan kemajuan yang dicapai

dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Secara Operasional, umumnya pada sektor publik evaluasi dapat
dilakukan terhadap program dan kegiatan.Terkait dengan program, ada

beberapa indikator kinerja yang sering digunakan yaitu :

2. Indikator masukan (Inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik
berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia,teknologi dan
informasi.

3. Indikator keluaran (Outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
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4.

Indikator hasil (Outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada jangka menengah

Indikator manfaat (benefit) adalah suatu yang berkaitan dengan hasil akhir
pelaksanaan kegiatan. Indikator Dampak (Impacts) adalah pengaruh yang
ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indicator
bersadarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pemcapaian Visi,
Misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan
indicator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel TC.-27 sebagai
berikut :
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TABEL TC. 27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2021-2026

Tabel T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2021 - 2026



Indikator Kinerja,

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian

Program, Kegiatan, dan Sub Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 isi kineri: i i Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Rekening g g. Program (Outcome) dan |pada Tahun Awal ioncielkbineraipacalakhigperore b ) Lokasi
Kegiatan B Renstra SKPD Penanggung jawab
Kegiatan (Output) Per
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan Terwujudnya Program P« Urusan |Pr P 100% 100% 265.017.898,68| 100% 280.494.234,55 100% 291.714.913,08| 100% 303.383.509,60 100% 315.518.849,98 100% 1.456.129.405,89 Bagian Adpemb
kinerja pelayanan | pemerintahan Pemerintahan Daerah penunjang urusan
publik yang efisien dan Kabupaten/Kota pemerintah daerah
efektif
Kegiatan A asiUmum |Pr F 100% 100% 102.857.898,68 100% 110.226.234,55 100% 114.644.913,08 [ 100% 119.313.509,60 100% 124.086.049,98 100% 571.128.605,89 Bag. Adpemb
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpenuhinya penyediaan 100% 100% 23.232.900,00 100% 24.394.000,00 100% 25.300.000,00 [ 100% 26.300.000,00 100% 27.352.000,00 100% 126.578.900,00 Bag. Adpemb
Peralatan dan Perlengkapan peralatan dan
Kantor perlengkapan kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Terpenuhinya Barang 100% 100% 10.621.750,00 100% 11.152.000,00 100% 11.500.000,00 [ 100% 11.960.000,00 100% 12.438.400,00 100% 57.672.150,00 Bag. Adpemb
Barang Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
Sub Kegiatan Terlaksananya Rapat- 100% 100% 69.003.248,68 100% 74.680.234,55 100% 77.844913,08 [ 100% 81.053.509,60 100% 84.295.649,98 100% 386.877.555,89 Bag. Adpemb
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi secara
Koordinasi dan Konsultasi efektif dan efisien
SKPD
Kegiatan Penyedi: Jasa Pr F 100% 100% 128.240.000,00| 100% 134.652.000,00 100% 140.030.000,00| 100% 145.570.000,00 100% 151.392.800,00 100% 699.884.800,00 Bagian Adpemb
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa |Terpernuhinya Jasa 100% 100% 2.360.000,00 [ 100% 2.478.000,00 100% 2.570.000,00 [ 100% 2.670.000,00 100% 2.776.800,00 100% 12.854.800,00 Bag. Adpemb
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya
dan Listrik Air dan Listrik yang efektif
dan efisien

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Terpenuhinya Penyediaan 100% 100% 125.880.000,00 100% 132.174.000,00 100% 137.460.000,00 [ 100% 142.900.000,00 100% 148.616.000,00 100% 687.030.000,00 Bag. Adpemb

Pelayanan Umum Kantor

Jasa Pelayanan Umum
Kantor




Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Pr t Py t 100% 100% 33.920.000,00 [ 100% 35.616.000,00 100% 37.040.000,00 | 100% 38.500.000,00 100% 40.040.000,00 100% 185.116.000,00 Bagian Adpemb
pengelolaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang
keuangan Penunjang Milik Daerah
daerah yang Urusan Pemerintahan Daerah
akuntabel
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa |Jumlah Kendaraan Dinas 100% 100% 31.000.000,00[ 100% 32.550.000,00 100% 33.852.000,00 [ 100% 35.200.000,00 100% 36.608.000,00 [ 100% 169.210.000,00 Bag. Adpemb
Pemeliharaan, Biaya yang terpelihara
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Sarana Kantor 100% 100% 2.920.000,00" 100% 3.066.000,00 100% 3.188.000,00 [ 100% 3.300.000,00 100% 3.432.000,00 100% 15.906.000,00 Bag. Adpemb
Peralatan dan Mesin Lainnya  |yang terpelihara
Program Perekonomian dan  [Prosentase Lancarnya 100% 100% 376.429.457,09 100% 433.179.401,45 100% 450.505.668,36| 100% 468.525.895,10 100% 487.266.930,91| 100% 2.215.907.352,91
Pembangunan Program Perekonomian
dan Pembangunan
Kegiatan Pelal Pr t Pelak 100% 100% 376.429.457,09 | 100% 433.179.401,45 100% 450.505.668,36 | 100% 468.525.895,10 100% 487.266.930,91 100% 2.215.907.352,91
A asi P asi
Pembangunan
Sub Kegiatan Pengendalian | Tersusunnya Laporan 100% 100% 237.460.400,00 [ 100% 249.350.000,00 100% 259.320.000,00 [ 100% 269.600.000,00 100% 280.384.000,00 [ 100% 1.296.114.400,00 Bag. Adpemb
dan Evaluasi Program Pengendalian Program
Pembangunan Pembangunan
Sub Kegiatan Pengelolaan Tersusunnya Laporan 100% 100% 138.969.057,09 [ 100% 183.829.401,45 100% 191.185.668,36 [ 100% 198.925.895,10 100% 206.882.930,91 100% 919.792.952,91 Bag. Adpemb
Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Pembangunan
Pembangunan
TOTAL 641.447.355,77 713.673.636,00 742.220.581,44 771.909.404,70 802.785.780,89




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kab. Morowali Utara, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara membidangi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara
menyelenggarakan fungsi perumusan Merumuskan, Kebijakan, Pengkoordinasian,
Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan di Bidang Pengendalian Program
Pembangunan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan
secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab
dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai- nilai agama, budaya yang
hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Indikator Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
dijabarkan dalam Tabel T-C.28 Sebagai berikut :



Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Prosentase Pemenuhan

penunjang urusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemerintah daerah

Prosentase Lancarnya

Program Perekonomian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

dan Pembangunan




BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan
perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Utara ini memuat arah kebijakan dan
pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat
terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan
Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada untuk kepentingan

masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana strategis berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan yang disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas
sesuai kebutuhan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara. Dokumen perencanaan ini disusun dan dirumuskan setiap lima
tahun, yang juga memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang
terarah, efektif dan berkesinambungan yang diimplementasikan melalui program dan

kegiatan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini disusun,

diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.



C.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

BAB |
PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang Telah
dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati
Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan Membawa
visi dan Misi “Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan
Sejahtera”.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu Menjadi
landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya. Dengan
mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang
dimasyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam
melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan
masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara
terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang
disusun secara sistematis dan demokratis melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (MUSRENBANG) serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan
lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan,
mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat
organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran

dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya,



1.9

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah harus menjadi pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis
Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan.

Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021-2026 adalah :

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5414);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerabh;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tenang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor
37);

19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018
tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.10 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Utara dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana
pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik
khususnya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-
2026. Adapun maksud tersebut antara lain :
f. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.
g. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
1.3.2. Tujuan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian



Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021-2026 Disusun dengan tujuan :

f.

Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program
dibidang investasi dan kerja sama ekonomi, pengembangan
perekonomian dan pengendalian perekonomian agar sinkronisasi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan
pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan

. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja

Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta Program dan
kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Utara dalam rangka pelayanan publik dengan menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021—

2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

: PENDAHULUAN
1.9 Latar Belakang
1.10 Landasan Hukum
1.11 Maksud dan Tujuan
1.12 Sistematika Penulisan
: GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Pemerintahan
2.2 Sumber Daya Bagian Pemerintahan

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian
Pemerintahan
. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



BAB IV

BAB V

BAB VI
BAB VI
BAB VIl

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bagian Pemerintahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

»VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian

Pemerintahan

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Bagian Pemerintahan

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
: PENUTUP



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEMERINTAHAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan merupakan salah satu unit kerja yang berada
dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan
Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Bupati Morowali Utara
Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 7, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi
Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali
Utara yaitu :

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan
otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas Bagian
Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok
melaksananakan kegiatan dan membagi tugas kepada bawahan serta
mengontrol kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian  Administrasi
Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program
kerja Sub bagian;

2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan;

4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
administrasi pemerintahan;

5. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

6. Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;



Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang administrasi pemerintahan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
dan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pembinaan dan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian Administrasi

Kewilayahan.

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi :

1.

10.

11.

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program
kerja Sub bagian;

Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau
kelurahan;

Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan
Kepala Daerah kepada Camat;

Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang administrasi kewilayahan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
dan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

c. Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas

penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

monitoring, evaluasi dan melaksanakan, pengendalian kegiatan di Sub

Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian Kerja Sama dan Otonomi

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program
kerja Sub bagian;

Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;

Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD);

Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD);

Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Organisasi Perangkat Daerabh;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerabh;

Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan
Pemilihan Umum;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian
antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang otonomi daerabh;

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja
sama dalam negeri;

Melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;

Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama
daerah dalam negeri;

Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam
negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten/kota;

Melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama
daerah dalam negeri;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
dan;

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Pemerintahan



Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN

2.2.

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Kerja

Administrasi Administrasi Sama dan Otonomi
Pemerintahan Kewilayahan Daerah
STAF STAF STAF

Sumber Daya Bagian Pemerintahan

a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting Yang
harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan Menentukan
tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Pemerintahan
memiliki pegawai sejumlah 20 Orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang
Pegawai organik dan 10 (Sepuluh) orang Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN JUMLAH (orang)
1. Golongan IV 1 orang

2. Golongan lll 7 orang

3. Golongan Ii 2 orang

4, Honorer 10 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



NO. GOLONGAN JUMLAH (orang)

1. S2 1 orang
2. S1 7 orang
4, SLTA Sederajat 12 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No. JABATAN ESELON
1. Kepala Bagian i -

2. Kepala Sub Bagian - v

b. Perlengkapan/Aset
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki

kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

16. Kendaraan Roda 2 (dua) : 10 buah
17. Lemari Arsip : 8 buah
18. Meja : 10 buah
19. Kursi : 10 buah
20. AC/Pendingin Ruangan : 1 buah
21. Laptop : 9 unit
22. Printer : 5 buah
23. Camera Digital : 1 buah
24. Infocus : 1 buah
25. Hardisk : 1 buah
26. Mesin Ketik Manual : 1 buah
27. Brankas : 1 buah
28. Komputer PC : 2 buah
29. Televisi : - buah
30. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan
Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Administrasi

Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pelayanan yang telah dilakukan oleh



Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu :

1. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan
otonomi daerabh;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan
otonomi daerabh;

4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama
dan otonomi daerah;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama
dan otonomi daerah;

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan
otonomi daerah; dan

7. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada
hasil kerja Bagian Pemerintahan yang masing-masing memilki target dan
realisasi tersendiri. Dalam Lima tahun terakhir pelaksanaan Renstra pertama
priode 2016-2021 pemerintahan definitif ini dilihat dari realisasi ketercapaian
kinerja pada Bagian Pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan
kesulitan atau masalah yang mengganggu proses pelayanan.

Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut hal
ini disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar dimiliki oleh pegawai yang
ada, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang adanya
sarana dan prasarana diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut:



Tabel 23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Indikator
Kinerja
Sesuai

Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke -

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kegiatan
Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya
Kegiatan
Rapat- Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Dalam dan
Luar Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98.69%

89,57%

99,99%

94.07%

90.48%

91.54%

98.05%

82.61%

94.64%

98.33%

97.43%

96.87%

100%

0.97

0.90

0.94

0.90

0.92

0.98

0.83

0.95

0.98

0.97

0.97




10

11

12

Jumlah
Gedung
Kantor Yang
dibangun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.59%

99.98%

87.50%

75.92%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0.88

0.76

0.8




13

14

15

16

17

18

Penyediaan
Tapal Batas
Kabupaten,

Kecamatan

dan Desa

Penyediaan
Pembakuan
Nama Rupa
Bumi

Presentase
Penyusunan
Renja dan
LKPJ/LPPD

Luas Lahan
Yang Dimiliki
Pemda dan
Bersertifilkat

Jumlah
Kecamatan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.86%

99.86%

93.19%

94.38%

98.42%

95%

100%

65.00%

95.00%

58.93%

92.00%

97.61%

100%

100%

71.91%

99.89%

100%

0.93

0.94

0.98

0.95

0.65

0.95

0.59

0.92

0.98

0.72




19

20

21

22

23

Jumlah
Kelurahan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

Jumlah
Kecamatan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

Jumlah
Kelurahan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

Persentase
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97.96%

91.66%

93.75%

83.33%

100%

100%

98%

96%

100%

99.99%

100%

0.98

0.92

0.94

0.83

0.98

0.96




Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya ketercapaian atau terlaksananya
program kegiatan pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program
yaitu: Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran, terdiri dari tiga
kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

Pada tahun 2020 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator
Kinerja program rata-rata 97%, dengan target indikator kinerja program 100%,
indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan
renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong
predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga
indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata
dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan Il pada saat disusunnya rancangan
awal Renstra 2021-2026 sebesar 29,32%, dengan target indikator kinerja program
yang ditargetkan sebesar 100%, indikator Kkinerja program tersebut belum
diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses
pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,29.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja
yaitu: Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Efektif Dan
Efisien, dengan kegiatan yaitu Pembangunan Gedung Kantor. Pada tahun 2020
indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 80%,
dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut
dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata
belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian
0,8. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi
capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan
Triwulan 1l pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar
23,84%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%,
indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam
pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau
renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,23.

3. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan indikator kinerja program yaitu:
Penyediaan Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa terdiri dari dua
kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

antar Daerah;



b. Pembakuan Nama Rupa Bumi (Toponimi).

Pada tahun 2020 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator
kinerja program rata-rata 98%, dengan target indikator kinerja program 100%,
indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan
renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong
predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 kedua
indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata
belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan Il pada saat disusunnya
rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi dengan target
indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja
program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra
karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan,
rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan indikator kinerja yaitu: Persentase Penyusunan Renja
LKPJ/LPPD, dengan kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut
realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator
kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat
kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata sudah
mencapai target, dan tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya
pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja
program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan Il pada
saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi,
dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator
kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan
Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun
berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada
realisasi.

. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah dengan indikator kinerja yaitu: Luas Lahan yang Dimiliki Pemda dan
Bersertipikat, dengan kegiatan yaitu Penataan Penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut
realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 71.91%, dengan target
indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat
kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum
mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,72.
Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator



Kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan
Il pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum
terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar
100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam
pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau
renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena
belum ada realisasi.

. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program
yaitu: Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran, terdiri dari empat
kegiatan antara lain:

a. Inovasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan;

b. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan;

c. Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kecamatan;

d. Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan.

Pada tahun 2020 keempat indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator
kinerja program rata-rata 98%, dengan target indikator kinerja program 100%,
indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan
renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong
predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator
kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat
dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan Il pada saat disusunnya rancangan
awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja
program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum
diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses
pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum
dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.

. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan indikator kinerja yaitu:
Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan kegiatan yaitu
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Pada tahun 2020 indikator
kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 99.99%,
dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut
dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata
sudah mencapai target, dan tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1.
Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator
kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan
Il pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum
terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar
100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam



pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau
renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena
belum ada realisasi.
Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun mana rasio antara
realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat

rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian

Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata
Pertumbuhan

2017

2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Anggaran

Realisasi

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

Tersedianya
Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

178.428.900

143.800.000 135.140.000 375.850.000 176.098.519 134.200.000 134.887.798 367.039.800 0.99 0.93 1 0,98

1,53%

1,48%

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

227.661.898

216.263.500 66.320.750 202.944.950 203.925.300 213.651.000 62.818.440 194.673.710 0.90 099 | 095 0.96

1,32%

1,43%

Tersedianya
Kegiatan
Rapat- Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Dalam dan
Luar Daerah

531.213.200

271.060.550 117.916.000 186.509.143 531.157.772 269.302.180 109.097.693 170.523.143 1 099 | go3 0.91

0%

0%

150.000.000 150.000.000

0%

0%

143.911.500 143.911.500

0%

0%

25.356.600 25.356.600

0%

0%




2.400.000

2.400.000

0%

0%

19.850.000

19.850.000

0%

0%

Jumlah
Gedung Kantor
Yang dibangun

6.702.200.000

13.526.513.500

9.760.971.900

1.020.313.352

6.675.030.000

9.442.386.156

8.854.821.715

790.832.040

0.70

0.91

0.78

0%

0%

100.000.000

99.977.140

0%

0%

21.000.000

21.000.000

0%

0%

12.910.000

12.910.000

0%

0%

Penyediaan
Tapal Batas
Kabupaten,
Kecamatan
dan Desa

239.021.900

290.737.500

72.549.500

51.980.000

238.687.399

283.031.971

69.424.500

51.670.000

0.97

0.96

0.99

0%

0,87%

Penyediaan
Pembakuan
Nama Rupa
Bumi

111.175.000

20.553.000

9.042.000

106.567.950

13.998.000

9.012.000

0.96

0.68

0%

0%




231.990.000

231.990.000

0%

0%

Presentase
Penyusunan
Renja dan
LKPJ/LPPD

110.750.000

93.278.220

48.825.000

22.825.000

110.740.011

93.150.060

46.880.000

22.825.000

0.96

0%

0%

Luas Lahan
Yang Dimiliki
Pemda dan
Bersertifie kat

1.134.320.314

984.221.000

0.87

0%

0%

Jumlah
Kecamatan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

64.200.000

48.540.200

20.903.000

63.833.450

43.667.800

20.889.000

0.99

0.90

0%

0%

Jumlah
Kelurahan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

73.400.000

15.548.000

9.098.000

72.732.725

10.540.700

8.998.000

0.99

0.68

0.99

0%

0%

Jumlah
Kecamatan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

43.125.000

30.251.750

16.500.000

42.645.000

30.155.000

16.495.000

0.99

0%

0%

Jumlah
Kelurahan
Yang Terbina
dan
Terevaluasi

17.000.000

27.150.000

5.000.000

16.700.000

27.100.000

4.800.000

0.98

0.96

0%

0%




Persentase
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan

26.164.600

26.024.600

0.99

0%

0%

4.107.291.586

4.107.291.586

0%

0%




Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak
pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pada tahun 2020
realisasi anggaran sebesar Rp.723.236.653,00 dengan target anggaran
program sebesar Rp.765.304.093,00 dan capaian sebesar 97%, serta
rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,95 penganggaran pada
program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan
pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah
sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi
anggaran sampai pada Triwulan Il sebesar Rp.139.931.750,00 dengan
target anggaran program sebesar Rp.319.268.100,00 dan capaian
sebesar 29,32%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui
kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses
pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pada tahun
2020 realisasi anggaran sebesar Rp.790.832.040,00 dengan target
anggaran program sebesar Rp.1.020.313.352,00 dan capaian sebesar
80%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,78
penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam
perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran
karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun
2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan
dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan
anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

3. Program Penataan Daerah Otonom Baru, Pada tahun 2020 realisasi
anggaran sebesar Rp.60.682.000,00 dengan target anggaran program
sebesar Rp.61.022.000,00 dan capaian sebesar 98%, serta rasio antara
realisasi dan anggaran sebesar 0,9 penganggaran pada program
tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan
program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai
target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja
program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan
Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra
dalam tahun berjalan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar

Rp.22.825.000,00 dengan target anggaran program sebesar



Rp.22.825.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara
realisasi dan anggaran sebesar 1 penganggaran pada program tersebut
tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program
Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang
dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program
tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra
karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam
tahun berjalan.

. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar
Rp.984.221.000,00 dengan target anggaran program sebesar
Rp.1.134.320.314,00 dan capaian sebesar 71,91%, serta rasio antara
realisasi dan anggaran sebesar 0.72 penganggaran pada program
tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan
program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai
target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja
program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan
Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra
dalam tahun berjalan.

. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pada tahun 2020
realisasi anggaran sebesar Rp.51.182.000,00 dengan target anggaran
program sebesar Rp. 51.501.000,00 dan capaian sebesar 98%, serta
rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0.9 penganggaran pada
program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan
pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah
sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator
kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam
pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan
anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, Pada tahun 2020
realisasi anggaran sebesar Rp.26.024.600,00 dengan target anggaran
program sebesar Rp.26.164.600,00 dan capaian sebesar 99.99%, serta
rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1 penganggaran pada
program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan
pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah
sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator

kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam



pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan

anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian
Pemerintahan
a. Tantangan
1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program
Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber daya Aparatur yang belum sesuai dengan Jabatan
yang dipangku.

3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

b. Peluang
1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang belum tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program

Visi dan Misi Pemerintah Daerah.



3.1.

3.2.

BAB Il
PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS
BAGIAN PEMERINTAHAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bagian Pemerintahan
Sebagai bagian dari Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap

sumber daya aparatur Bagian Pemerintahan baik dari aspek hukum,

investasi ekonomi, pengendalian perekonomian maupun pengembangan
perekonomian yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi
pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

11. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.

12. Database kebutuhan formasi yang belum valid.

13. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan
masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan
manajemen modern.

14. Penataan di bidang Pemerintahan perlu diarahkan pada penyusunan dan
penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

15. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung
pelaksanaan tugas di Bagian Pemerintahan.

16. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Pemerintahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2024, Mempunyai
Visi "Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.
Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :
6. Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
7. Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan
Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
9. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana untuk Menunjang Konektivitas
dan Penataan Wilayabh;
10. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja



yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, Bagian

Pemerintahan terkait dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Mewujudkan
Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan
Organisasi untuk mencapai tujuan Bagian Pemerintahan sebagai salah satu
instansi, unsur staf Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari
perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada
saat Bagian Pemerintahan mulai berdiri tetapi juga pada tahap
perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi
merupakan pandangan jauh Kedepan, kemana suatu organisasi akan
dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah
yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Bagian Pemerintahan
menetapkan visi  “Mewujudkan Penyelenggaraan  Administrasi
Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang
merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk
mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara vyaitu

“Mewujudkan Good Governance dan Clean Government”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pemerintahan

Bertolak dari Visi dan Misi, Bagian Pemerintahan Memiliki tujuan:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Pemerintah dan Kewilayahan
Daerah;

2. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan otonomi daerah;

3. Memantapkan penanganan tugas-tugas umum pemerintahan
sesuai kewenangannya.

Untuk mencapai hasil secara nyata, Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan dalam
merumuskan administrasi pemerintahan yang lebih baik dan spesifik

yang dapat dicapai agar dapat memberi arah kebijakan, program



dan kegiatan apa yang hendak dilaksanakan dalam kurung waktu
lima tahun mendatang. Oleh sebab itu Rancangan Awal Rencana
Strategi (RENSTRA) Bagian Pemerintahan yang mempunyai dan
bersinergi dalam visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

mempunyai sasaran — sasaran yang dtetapkan sebagai berikut :



Tabel. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Pemerintahan

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

NO TUJUAN INDIKATOR PADA TAHUN KE-
TUJUAN/SASARAN
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 4 5 6 7 8 9
1 | Mewujudkan  Birokrasi| Terwujudnya Peningkatan
Pemerintahan yang | Pelayanan Publik mencapai Level C B B A A
Bersih dan Profesional “Memuaskan”
Meningkatkan Kualitas SDM
C B B A A
Aparatur
2 | Meningkatkan Kebijakan| Meningkatkan Pelaksanaan
dalam Pelaksanaan| Pelayanan  Publik di  Bidang
_ . . C B B A A
Pemerintahan dan | Pemerintahan Umum dan Otonomi
Otonomi Daerah Daerah
3 | Meningkatkan Kinerja _ _
) _ Meningkatakan Penyelesaian Tapal
Aparatur  di Bidang .
_ Batas  Wilayah, Desa dan C B B A A
Pemerintahan dan
Kecamatan
Otonomi Daerah
4 | Meningkatkan _ .
o Terselesainya Permasalahan Baik
Penanganan di Bidang| ) .
_ di Bidang Pemerintahan dan Konflik C B B A A
Pemerintahan Umum
) Pertanahan
dan Otonomi Daerah







Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Bagian Pemerintahan

kebijakan. Perencanaan strategis tersebut adalah :

a. Melaksanakan pengkajian, penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian sebagai

bahan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah kecamatan,

kelurahan dan desa.

Melaksanakan pendataan, pertanahan, dan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. Tabel. 26

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI :

Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

MISI 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas

Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah

Tujuan Sasaran Strateqi Arah Kebijakan
Mewujudkan Terwujudnya Pelaksanaan Mengembangkan Sistem
Pemanfaatan dan| Keterpaduan Rencana Tata| Informasi Bebasis
Penataan  Ruang| Pemanfaatan | Ruang Wilayah Spasial
Wilayah dan | Ruang Wilayah | secara Konsisten Meningkatkan Partisipasi
Pertanahan Secara Masyarakat dalam
Terpadu dan Penataan Ruang
Konsisten Meningkatkan

Pencegahan
Penyalahgunaan  Tata
Ruang
Terjaminnya Percepatan Meningkatkan Dukungan
Kepastain Reforma Agraria| Akses Pertanahan

Hukum dalam

dan Penataan

Meningkatkan




Kepemilikan

Tanah

Pertanahan

Pencegahan Konversi
Lahan Produktif

e Meningkatkan

Penegakan Hukum
terhadap Pelanggar
Pertanahan

MISI 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Sasaran Strateqgi Arah Kebijakan
Meningkatkan Terwujudnya Penerapan e Meningkatkan Kapasitas
Kinerja Pelayanan| Pelayanan Manajemen Aparat PD
Publik Publik di OPD| Pelayanan Prima| e« Mengembangkan Satu
yang Cepat, PD Satu Inovasi
Mudah,
Bermutu, Adil

dan Terjangkau




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian
Pemerintahan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

kedepan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :



Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tabel. 27

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
o ) o
3 Indikator Data Kinerja
3 Kinerja . pada akhir Unit
) Capaian iod !
4 %) 3 Tujuan, Pad periode Kerja -
= o 2 2 Sasaran, ada Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra OPD o
é g s 5 Proogram T:VCEP SKPD Penang o
> % (Outcome) Perenca gung- -
< dan Kegiatan jawab
2 naan
» (Output)
- 5 g 5 5 g g
I Rp. < RP. I RP. I RP. I RP. < RP.
o ) ful ful ol )
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan Terwujudnya
Kinerja Pelayanan | Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Publik Publik di
OPD yang Bimbingan
E:/Iegatr,] Teknis Jumlah
udal . . )
' ) Implementasi Aparatur yang o o o Bagian Bagian
Bermutu, Adil Peraturan Mengikuti 100% 100% 50.000.000 | 100% 150.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
dan Perundang- Bimtek
Terjangkau Undangan
Penvediaan Persentase
Bahgn Loaistik Logistik Bagian Bagian
Kantor g Kantor yang 100% 100% 15.000.000 100% 30.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
Tersedia
. Persentase
Penyediaan Tersedianya . .
Barang Barang Bagian Bagian
Cetakan dan Cetakan dan 100% 100% 29.720.000 100% 50.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
Penggandaan Penggandaan
Penyelenggar Persentase . .
aan Rapat Terlaksanany Bagian Bagian
Koordinasi | a Rapat- 100% 100% 80.000.000 100% 150.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi




Secara Efektif
dan Efisien

Bagian Bagian

Penyediaan Tersedianya p 9 intah p 9 intah
Jasa Surat Jasa Surat 100% 100% | 8.012.786 | 100% 15.000.000 emerintahan emerintanan
Menyurat Menyurat
Penyediaan 'Il;mgka(tj_ ) )
Jasa J:Srg/e 1aan 100% Bagian Bagian
Komunikasi, Komunikasi 0 100% 8.478.268 100% 24.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
Sumber Daya ’
Air dan Listrik S_umber I_Daya

Air dan Listrik
Penvediaan Persentase ) )
Jasg Pemenuhan Bagian Bagian
Pelayanan |J3aes|:yanan 100% | 100% | 192.200.000 | 100% | 210.450.000 Pemerintahan Pemerintahan
Umum Kantor

Umum Kantor
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya ) )
Pemeliharaan | Jumlah Bagian Bagian
iiﬂg;‘::n g?nr;dsaraa” 100% | 100% | 21.000.000 | 100% | 35.000.000 Pemerintahan Pemerintahan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah . )
Pemeliharaan | Pemeliharaan Bagian Bagian
Perglataq dan Pera}latan dan 100% 100% 12.910.000 100% 12.910.000 Pemerintahan Pemerintahan
Mesin Lainnya | Mesin

Lainnya
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tingkat ) )
Penataan Capaian Bagian Bagian
Admlnl_stra5| Pena_ta_\an _ 100% 100% 177.500.000 100% 6.177.553.953 Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan Administrasi

Pemerintahan

Jumlah

Penataan
Pengelolaan Tapal Bagian Bagian
Administrasi Ad_mlnlstra5| Pemerintahan Pemerintahan
Kewilayahan Wilayah dan 100% 100% | 130.000.000 | 100% 301.999.400

Pembakuan

Nama Rupa

Bumi




Jumlah 724.821.054 ‘ ‘ 7.156.913.353 ‘




BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara, ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja
adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan.
Indikator kinerja Bagian Pemerintahan yang akan digunakan selama lima tahun ke
depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:



Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel.28

Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir

No Indikator pada QVF‘,’?:\AFE)e”Ode 2022 2023 2024 2025 2026 Periode RPIJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Aparatur yang

1 | Mengikuti Bimtek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Logistik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kantor yang Tersedia
Persentase Tersedianya

3 | Barang Cetakan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penggandaan
Persentase

4 | Terlaksananya Rapat- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rapat Koordinasi Secara
Efektif dan Efisien

5 | Tersedianya Jasa Surat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Menyurat
Tingkat Penyediaan Jasa

6 | Komunikasi, Sumber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daya Air dan Listrik
Persentase Pemenuhan

7 | Jasa Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor




Jumlah Kendaraan Dinas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Tingkat Capaian
Penataan Administrasi
Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Jumlah Penataan Tapal
Administrasi Wilayah dan
Pembakuan Nama Rupa
Bumi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




BAB VI
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan 5 (lima)
tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan
melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah
Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan
dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, Walaupun
dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala

dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan
disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan
kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka

penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.



D. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAHAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten @ Morowali  Utara  dalam
melaksanakan pembangunan didasari oleh suatu perencanaan
yang terarah, terukur dan transparan. Dengan perencanaan
tersebut perlu dijabarkan kepada setiap SKPD untuk dapat
membuat suatu perencanaan yang benar-benar berbasis kinerja.
Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 di Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Morowali Utara.

RPJP Kabupaten Morowali Utara yang memuat visi, misi
dan arah pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016
tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 RPJM Daerah
Kabupaten Morowali Utara mengamanatkan Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yaitu “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS,
SEJAHTERA”

Selanjutnya Program Kepala Daerah dengan Muatan arah
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembagunan Daerah,
kebijakan umum, dan Program-program satuan kerja dalam
kerangka regulasi dan indikasi pendanaannya.

Sebagai bentuk penjabaran RPJM Daerah tersebut di atas,

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten



Morowali Utara menyusun Renstra Kabupaten Morowali Utara
yang memuat visi, misi tujuan, strategi dan kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi pokok Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara sebgai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten
Morowali Utara 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan
produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan
bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten  Morowali Utara dalam  pelaksanaan tugas
pembentukan produk hukum daerah. Renstra pada Tahun 2021 di
Bagian Kesejahteraan Rakyat disebabkan karena terjadinya
perubahan perangkat daerah, serta nomenklatur susunan
organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dengan diganti
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat
Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah maka semua perangkat daerah yang
terbentuk dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 dinyatakan tidak
berlaku. Sementara Renstra perangkat daerah sudah disusun
sebelum munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tersebut, oleh karena itu Renstra perangkat daerah yang lama
harus diadakan perubahan agar disesuaikan dengan peraturan
terbaru. Dan perubahan penyusunan Renstra itu juga disebabkan
karena adanya perubahan Permendagri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dicabut
atau diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada
tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Utara terdiri dari dua Asisten maka setalah diadakan pemetaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran
variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian
Kesejahtaraan Rakyat semua bernama Bagian Adm. Kesejahteraan
Rakyat dan Perekonomian sekarang setelah dibawahi Asisten Satu
sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Kesejahtaraan

Rakyat.

1.2 Landasan Hukum
Dalam menyusun Rencana Strategis Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara,
landasan hukum yang digunakan adalah :

21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



25.

26.

27.

28.

29.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun
2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Utara Nomor 37);

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018



30.

31.

32.

33.

34.
35.

tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah;

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Susunan
Organisasi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW
Peraturan Daerah 2 Tahun 2016 Tentang RPJPD Kabupaten
Morowali Utara 2005-2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dalam menyusun RENSTRA

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali utara adalah:

1.Maksud

Penyusunan RENSTRA Bagian Kesejateraan Rakyat

Kabupaten Morowali Utara adalah untuk menyiapkan dokumen

perencanaan kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten

Morowali Utara untuk jangka waktu 2021-2026.

2.Tujuan

RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten

Morowali Utara ini adalah bertujuan untuk memberikan acuan

bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk

mewujudkan visi, misi dan tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Morowali utara yang berpedoman pada RPJM
Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.



1.4 Sistematika Penulisan

Buku RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten

Morowali Utara memuat antara lain :

BABI PENDAHULUAN

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1

2.2
2.3

2.4

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN
FUNGSI

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, mengatur tugas pokok dan

fungsi Bagian Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Tugas Pokok :

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan,mengkoordinasasikan
penyusunan pedoman teknis, pembinaan, pengendalian
serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program
Kesejahteraan Rakyat
s Fungsi:

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menjabarkan
tugas dan pokok tersebut diatas, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan
di bidang keagamaan, kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Masyarkat;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan  daerah di  bidang  keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. Penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang keagmaan,
kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan



faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
yang berkaitan dengan tugasnya;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas sub bagian kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Bina Mental

Spritual

1. Melaksanakan pengolahan administrasi dan menyusun
program kerja sub bagian bina mental spritual;

2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Bina Mental Spritual

3. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

5. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan

7. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama

dan pendidikan keagamaan



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan

kerukunan keagamaan.

. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman

pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat

beragama
Melakukan pembinaan, fasilitas dan pengembangan
kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan
umat beragama
Menyiapkan bahan  pengolahan data, saran,
pertimbangan serta  koordinasi kegiatan dan
penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan
Melakukan koordinasi lintas sektor dan
pertemuan /rapat-rapat koordinasi di bidang
kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar
lembaga keagamaan
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta
kerja sama antar lembaga keagamaan
Memfasilitasi dan  mengkoordinasikan kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan
Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan
forum kerukunan umat beragama dan konsultasi
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan
Melakukan koordinasi kerja sama sosial
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan
Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan

umat beragama dan aliran kepercayaan



18.

19.

20.

Menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan
evaluasi kebijakan daerah di bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan

Melaksanan tugas kedinasan lain yang akan diberikan
oleh pimpinan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas sub bagian Bina Mental Spritual.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian

Kesejahteraan Masyarakat

1.

Melaksanakan pengelolan administrasi dan menyusun
program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Kesejahteraan Masyarakat

Menyiapkan bahan  pengoordinasian perumusan
kebijakan pemerintah daerah di Bidang kepemudaan
dan olahraga,dan bidang parawisata

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di Bidang kepemudaan
dan olahraga,dan bidang parawisata

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang
kepemudaan dan olahraga,dan bidang parawisata
Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan dan olahraga, parawisata dan
kemasyarakatan lainnya,

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas sub bagian kesejahteraan Masyarakat



2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian

Kesejahteraan Sosial

1.

Melaksanakan pengelolan administrasi dan menyusun
program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
sub bagian Kesejahteraan Sosial

Menyiapkan bahan pengoordinasikan perumusan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerpintah daerah di bidang
sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana

Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana

Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi
program transmigrasi kepada masyarakat

Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah

penempatan transmigrasi



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta
fasilitasi perpindahan transmigrasi

Melakukan seleksi dan pelatihan transmigran
Melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran dari daerah asal ke transito kabupaten,
provinsi dan lokasi transmigrasi

Menyiapkan bahan bahan fasilitasi pemberian hibah
dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas,
Kelompok masyarakat dan individu atau keluarga
Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada
badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan
oleh pimpinan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas sub bagian kesejahteraan sosial

2.1.6 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi

Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali

Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Morowali Utara nomor 11 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka

Susunan Organisasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

SETDA Kabupaten Morowali